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Abstrak 
Kawasan Hutan Jati Nenuk adalah salah satu kawasan yang telah mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh deforestasi berupa penebangan liar oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penebangan liar dan 

cara apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penebangan liar di Kawasan Hutan Jati Nenuk, 

Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengambilan sampel untuk masyarakat pelaku 

penebangan liar menggunakan teknik snowball sampling sedangkan untuk pihak pengelola 

Kawasan Hutan Jati Nenuk menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan data dilakukan 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah panduan 

wawancara mendalam. Analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat 6 faktor yang menyebabkan terjadinya illegal logging (ekonomi dan kemiskinan, akses 

jalan terhadap hutan, permintaan pasar, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, 

keterbatasan alternatif pekerjaan, serta kebijakan yang tidak efektif), dan terdapat 5 cara 

pencegahan illegal logging yang dilakukan oleh pihak KPH (peningkatan kesadaran masyarakat, 

penegakan hukum yang ketat, kerjasama antar lembaga, setifikasi dan pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan, serta reboisasi dan rehabilitasi hutan). 

 

Kata Kunci: Illegal logging ; Kawasan Hutan Jati Nenuk 

 

Abstract 
Nenuk Teak Forest Area is one of the areas that has experienced changes caused by deforestation 

in the form of illegal logging by communities around the forest area. This study aims to determine 

the factors that cause illegal logging and what methods are used tp prevent illegal logging in the 

Nenuk Teak Forest Area, Naekasa Villge, Tasifeto Barat District, East Belu. The method used is 

qualitative with a case study design. The sampling technique for illegal logging communities uses 

the snowball sampling technique, while the management of the Nenuk Teak Forest Area uses 

purposive sampling. Data collection was carried out through interview, observation, and 

documentation. The instrument used was an in-depth interview guide. Data analysis using 

qualitative. The research results show that there are 6 factors that cause illegal logging (economy 

and poverty, road accces to the forest, market demand, lack of supervision and law enforcement, 

limited employment alternatives, as well as ineffective policies), and there are 5 ways to prevent 

illegal logging carried out by KPH (increasing public awareness, strict law enforcement, inter-

agency cooperation, sustainable forest certification and management, and reforestation and forest 

rehabilitation. 

 

Keywords : Illegal logging ; Nenuk Teak Forest Area. 
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PENDAHULUAN 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dan tumbuhan lainnya yang menutupi area yang 

luas di bumi dalam persekutuan lingkungannya. Hutan memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menjaga kesesimbangan    ekosistem    global,menyediakan habitta bagi 

berbagai jenis flora dan fauna, serta memberikan berbagai manfaat ekologis, ekonomi, dan 

sosial bagi manusia yang tidak dapat dipisahkan (Anonim, 1999). Fungsi hutan diantaranya 

adalah mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi serta memelihara 

kesuburan tanah, menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat sehingga 

menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim yang memberi daya 

pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan pada khususnya 

dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, taman wisata, dan lain-lain 

(Suparmoko, 1999). 

Hutan juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lain. Pengaruh ini melalui 

tiga faktor lingkungan yang saling berhubungan, yaitu iklim, tanah, dan pengadaan air bagi 

berbagai wilayah. Hutan berperan penting dalam siklus hidrologi dengan membantu 

mengatur aliran air dan menjaga kesuburan tanah. Akar pohon menyerap air hujan, 

mencegah erosi, dan mengurangi resiko banjir. Selain itu, hutan berfungsi sebagai 

penyimpanan karbon alami, menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan membantu 

mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan 

menduduki urutan kesembilan sebagai Negara dengan hutan terluas di dunia, luas hutan di 

Indonesia mencapai 102,53 juta Ha. Namun dari luas hutan tersebut terus berkurang dari 

hari ke hari karena terus mengalami segala bentuk kerusakan seperti, kebakaran hutan dan 

pembalakan hutan, sehingga mengakibatkan hutan di Indonesia mengalami deforestasi 

(Kompas, 2023). 

Hutan lestari adalah hutan yang dikelola secara berkelanjutan dengan tujuan untuk 

memaksimalkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara berimbang tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri. Sedangkan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management/SFM)  

adalah  suatu  proses pengelolaan lahan hutan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga 

secara berkesinambungan dapat terus menerus memberikan produksi dan jasa serta yang 

bisa menimbulkan efek lingkungan dan sosial yang tidak diingingkan (PHPL KemenLHK, 

2014). 
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Dalam menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai 

macam hutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 

hutan dibedakan menjadi tiga jenis yakni hutan berdasarkan statusnya, hutan berdasarkan 

fungsinya, dan hutan berdasarkan tujuan khusus. 

Masalah kehutanan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan 

munculnya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Indonesia 

telah mengalami berbagai masalah kehutanan yang signifikan. Salah satu permasalahan 

yang sering terjadi didalam hutan adalah pembalakan liar (illegal logging) yang tentunya 

akan memicu berbagai masalah lainnya di masa yang akan datang. Pembalakan liar di 

Indonesia dianggap sebagai salah satu pendorong deforestasi dan degradasi, yang 

menyebabkan hilangnya kenekaragaman hayati, peningkatan emisi iklim, dan tata kelola 

hutan yang buruk. Selain itu daerah resapan air pun bisa hilang karena tidak adanya hutan 

sebagai penjaga siklus air. Air hujan yang turun akan langsung mengalir di permukaan dan 

menyebabkan erosi. Efek samping dari terjadinya erosi adalah hilangnya kesuburan tanah 

akibat pencucian tanah oleh air hujan yang terus menerus, banjir akibat tanah yang tidak 

dapat meresap air, hingga akhirnya menimbulkam tanah longsor (Greenpeace, 2023). 

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki aset yang bernilai, berupa ribuan hektar 

hutan Jati warisan tempo dulu, salah satu hutan di Provinsi NTT termasuk diantaranya 

adalah Hutan Jati Nenuk di Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu yang merupakan 

kawasan hutan homogen sepanjang 4,5 km, dan lebar 800 m dengan total luas 138 ha. 

Hutan Jati Nenuk merupakan warisan jejak-jejak sejarah masa lampau ketika Jepang 

menguasai bumi Indonesia, khususnya Timor-NTT. Pada saat itu masyarakat Timor-NTT 

diwajibkan bekerja gotong royong untuk menanam tanaman perdagangan demi 

kepentingan Jepang. Dari antara tanaman-tanaman yang ditanam rakyat, salah satunya 

ialah kewajiban untuk memelihara pohon Jati disepanjang jalan Nenuk. Pohon Jati itu 

ditanam oleh warga bersama tentara Jepang pada tahun 1938 (Mengkaka, 2014). 

Berdasarkan SK Menteri LHK No. 357/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan di NTT 

menunjukan pada kawasan hutan Jati di Desa Naekasa terdapat dua kawasan hutan 

produksi yaitu kawasan Hutan Produksi Udukama dengan total luas 154, 74 Ha dan 

kawasan Hutan Produksi Wemata dengan total luas 202, 98 Ha. 

Pada kawasan hutan Desa Naekasa ditemukan hampir sebagian besar tegakan Jati 

telah mengalami penurunan kualitas yang cukup besar. Pengamanan kawasan hutan Jati ini 
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masih sangat kurang diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga terdapat 

faktor kerusakan hutan seperti faktor lingkungan dan faktor manusia antara lain illegal 

logging, kebakaran hutan, berkebun dalam kawasan hutan terletak dipinggir pemukiman, 

serangan hama dan penyakit dan lain sebagainya (Djafaruddin, 1996). 

Illegal logging masih marak terjadi di Kawasan Hutan Jati Nenuk Kabupaten Belu 

wilayah Timor Barat perbatasan RI- RDTL. Pada bulan Oktober 2021 ditemukan bekas 

penebangan kayu jati di dua lokasi bersebelahan kilo meter 7 bagian kiri dua jalur 

Atambua menuju Kupang. Belasan kubik kayu ditemukan oleh aparat Pol PP dan diketahui 

ditebang oleh pelaku menggunakan kapak dan gergaji kombong. Selain sisa potongan yang 

telah ditebang di lokasi tersebut juga ditemukan bekas ban kendaraan, yang diduga untuk 

mengangkut kayu hasil pembalakan tersebut. Dampak dari praktik illegal logging pada 

Kawasan Hutan Jati Nenuk ini menyebabkan terjadi kerusakan di jalur bak tirta maupun 

belakang pos polisi di bagian tengah hingga pinggir hutan berbatasan dengan sungai (Alex, 

2021). 

Selama ini berbagai upaya yang mengarah pada kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan akibat praktek pembalakan liar (illegal logging) khususnya di wilayah 

Kabupaten Belu telah diterapkan, mulai dari formulasi peraturan perundang- undangan dan 

kebijakan pemerintah, hingga upaya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Namun 

upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal terlihat dari masih maraknya 

praktek pembalakan liar di tingkat lapangan. Hal ini mungkin disebabkan karena berbagai 

upaya yang dilakukan kurang menyentuh kepada permasalahan utama terjadinya praktek 

pembalakan liar. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang "Faktor 

Penyebab Illegal Logging dan Cara Pencegahannya di Kawasan Hutan Jati Nenuk (Studi 

Kasus Hutan Produksi di Desa/Kelurahan Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten 

Belu)".Berdasarkan penjelasan diatas ,maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan 

yaitu untuk mengetahui apa saja faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya llegal logging 

di Hutan Jati Nenuk. 

 

METODE PENELITIAN  

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kawasan Hutan Jati Nenuk (Jl. Halilulik Km-5, 

Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara 
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Timur). Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan mulai bulan Agustus sampai 

dengan bulan September 2024. 

   

  

Gambar 1. Peta Penelitian 

  

2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, handphone, dan 

laptop. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner penelitian untuk 

wawancara langsung terhadap responden. 

3. Sumber Data 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada 

pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi langsung. Data primer dalam 

penelitian ini dapat diperoleh ditempat penelitian dan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah didapat dari hasil kuisioner yang diisi oleh responden. 

Daftar sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2016). 

4. Metode Pengambilan Data 

 Pengumpulan data dilapangan untuk menunjang analisis data dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur yang berpedoman 

pada kuisioner yang telah dibuat oleh peneliti. Daftar pertanyaan kuisioner yang disusun 

dan diajukan kepada responden (Masyarakat pelaku illegal logging) untuk mendapatkan 

data guna keperluan analisis dan Observasi. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung 

yang dilakukan peneliti. Observasi digunakan agar peneliti mendapat gambar yang jelas 

terkait kondisi atau keadaan lapangan yang kemudian hasilnya dapat dicatat. 

c. Dokumentasi 

Dalam pengumpulan data dokumentasi diperlukan untuk mendokumentasikan sumber-

sumber dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. 

 

5. Teknik Penentuan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relative 

sama dan dianggap mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua yakni masyarakat pelaku illegal logging dan pihak pengelola 

Kawasan Hutan Jati Nenuk. 

Teknik penentuan sampel untuk kedua sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

jenis Non Probability Sampling. Non Probability Sampling adalah Teknik yang tidak 

memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria penentuan sampel untuk 

masyarakat pelaku illegal logging dan pihak pengelola Kawasan Hutan Jati Nenuk yang 

ditetapkan peneliti, yaitu : 

a. Kriteria penentuan sampel untuk masyarakat pelaku illegal logging, yakni: 

 Masyarakat yang tinggal di Desa Naekase (>5 tahun ke atas). 

 Berusia 25-60 tahun. 

 Masyarakat yang mengetahui tentang kondisi Kawasan Hutan Jati Nenuk. 

 Masyarakat yang mata pencarian melibatkan kawasan hutan. 

 Masyarakat yang pernah menjadi pelaku penebangan liar pada Kawasan Hutan Jati 

Nenuk. 
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b. Kriteria penentuan sampel untuk pihak pengelola Kawasan Hutan Jati Nenuk, yakni: 

 Petugas merupakan pegawai UPT KPH Belu yang berpengalaman dan terlibat aktif 

dalam kegiatan yang dilakukan di Kawasan Hutan Jati Nenuk. 

 Aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kasus illegal logging di Kawasan 

Hutan Jati Nenuk. 

 Memiliki pemahaman yang baik mengenai  Kawasan  Hutan  Jati  Nenuk (berupa; 

batas kawasan, kondisi masyarakat sekitar kawasan, permasalahan yang dihadapi). 

 

6. Teknik Pengambilan sample 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu : 

a. Teknik Pengambilan Sampel Masyarakat Pelaku Illegal Logging 

Sampel masyarakat pelaku illegal logging diambil dengan menggunakan Teknik 

snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah suatu pendekatan untuk menemukan 

informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Untuk menemukan informan-

informan kunci, dilakukan pendekatan dengan pemerintah, pihak pengelola Kawasan 

Hutan Jati Nenuk, dan masyarakat (Desa Naekasa). Informan kunci diambil dengan teknik 

snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil kemudian 

membesar, dimana peneliti awalnya memilih sampel satu atau dua orang saja dengan latar 

belakang yang berbeda (Sugiyono, 2014), yakni dari anggota masyarakat pelaku 

penebangan liar, aparat desa, dan atau masyarakat pengaman hutan yang ada disetiap desa. 

 

b. Teknik Pengambilan Sampel Pihak Pengelola Kawasan Hutan Jati Nenuk 

Pengambilan sampel pihak pengelola Kawasan Hutan Jati Nenuk, pihak pengelola 

UPT KPH Belu menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan hanya pada 

informan yang didasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu (Suharsaputra, 

2012). Penentuan sampel ini berdasarkan kriteria yaitu informan tersebut dianggap paling 

mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan, atau sebagai orang yang paling menguasai 

sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan 

dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan kriteria penentuan sampel pihak pengelola 

Kawasan Hutan Jati Nenuk. 
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7. Analisis Data 

Setelah peneliti mengumpulkan data, selanjujtnya akan dianalisis. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif 

merupakan teknik analisis data dengan mendeskripsikan serta merekam sebanyak mungkin 

aspek situasi yang diteliti sehingga nantinya akan mendapat gambaran secara umum dan 

menyeluruh terhadap suatu keadaan di lapangan (Krisyantono, 2007 dalam Akhmad, 

2015). 

Analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahan awal yaitu : 

a. Observasi 

Pada tahap observasi, peneliti akan bertemu dengan pihak pengelola Kawasan Hutan 

Jati Nenuk dan minta dipandu untuk melihat kondisi umum hutan Jati nenuk dan 

melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pada tahap observasi juga peneliti akan 

melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh pemerintah (Kepala Desa Naekase, Kepala 

Dusun dan RT/RW), serta masyarakat untuk menyampaikan niat pertemuan. 

b. Pengamatan 

Pada tahap pengamatan, metode yang digunakan untuk mememukan informan yaitu 

menggunakan teknik snowball sampling yaitu suatu pendekatan untuk menemukan 

informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Informan kunci pada 

penelitian ini yaitu masyarakat pelaku illegal logging dan pihak pengelola Kawasan 

Hutan Jati Nenuk. 

c. Reduksi data 

Dalam tahan reduksi maka data yang telah diambil peneliti selanjutnya akan dirangkum, 

memilih hal-hal yang bersifat pokok. Sehingga menghasilkan data yang penting yang 

sesuai dengan topik penelitian. Setelah mereduksi data peneliti akan melakukan 

penyajian data. Bentuk penyajian data berupa catatan lapangan dan tabel. Kegiatan ini 

berlangsung ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga dapat memberikan 

kemungkinan pada penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Faktor Penyebab Illegal Logging 

Setelah melakukan analisis data terdapat beberapa faktor yang di tetapkan peneliti 

dalam tema faktor penyebab illegal logging. Faktor-faktor tersebut yaitu ekonomi dan 

kemiskinan, akses jalan terhadap hutan, permintaan pasar, kurangannya pengawasan dan 
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penegakan hukum, keterbatasan alternatif pekerjaan, serta kebijakan yang tidak efektif. 

 Ekonomi dan Kemiskinan  

Pendapatan masyarakat Desa Naekasa pada bulan Januari, Febuari, Maret, dan 

Desember adalah Rp. 300.000 (10.000/hari x 30 hari) dikategorikan rendah dibandingkan 

dengan rata-rata pendapatan (PDRB) per kapita Kabupaten Belu senilai Rp. 25. 

163.000/hari (BPS, 2025), disebabkan karena kegiatan pertanian yang menjadi sumber 

utama pendapatan 39 masyarakat terganggu akibat hujan deras, banjir, dan sulitnya akses 

ke lahan. Sedangkan mulai bulan April hingga November, pendapatan meningkat menjadi 

Rp. 450.000 (15.000/hari x 30 hari). Kenaikan ini bisa mencerminkan adanya peningkatan 

aktivitas ekonomi atau pekerja musiman di pertengahan tahun, namun masih dikategorikan 

rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan (PDRB) per kapita Kabupaten Belu. 

 Kebutuhan hidup 

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering mengandalkan hasil hutan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

 Minimnya alternatif mata pencaharian  

Tuntutan hidup masyarakat semakin hari semakin besar sedangkan jumlah 

lapangan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri sangat minim, sehingga membuat 

masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan menebang pohon secara legal. 

 Perjudian 

Judi merupakan masalah sosial yang mengganggu kestabilan ekonomi keluarga 

atau individu. Akibat berjudi, seseorang bisa mengalami kerugian besar, terjebak 

hutang, dan akhirnya mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk 

menebang pohon. Jadi, tekanan akibat perilaku sosial negatif (berjudi) dapat 

mendorong aktivitas penebangan liar. 

Faktor ekonomi dan kemiskinan selalu dijadikan alasan utama bagi masyarakat 

untuk menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon dan menduduki 

kawasan hutan secara tidak sah (Lubis, 2023). 

 

 Faktor Akses Terhadap Hutan 

Jarak dari pemukiman menuju kawasan hutan sangat dekat, sehingga masyarakat 

sering melakukan aktivitas sehari- hari tidak jauh dari hutan. Aktivitas tersebut dapat 

mendorong masyarakat dengan mudahnya dapat masuk dan memanfaatkan sumber daya 

https://ejurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jk/open-access-statement
https://ejurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jk/copyright-and-license-statement


186   −   JagaWana: Jurnal Ilmiah Kehutanan  Volume 1│Nomor 2│November 2025 

Hak Cipta©2025, Dimiliki oleh Penulis 

Dipublikasi oleh JagaWana: Jurnal Ilmiah Kehutanan 

Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC 

E-ISSN: 3109-7405 

hutan yang lebih terbuka yang dapat menimbulkan tekanan terhadap hutan dan lahan yang 

semakin besar. Hal tersebut semakin memudahkan masyarakat menebang pohon secara 

bebas dalam kawasan hutan. Dengan terbukanya akses ini dapat mengakibatkan terjadinya 

illegal logging karena sistem dan pengelolaan yang tergolong rendah. 

 

Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Jati Nenuk 

 

 Permintaan Pasar 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kayu jati memiliki nilai jual yang tinggi. 

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang 42 tidak bertanggung 

jawab, untuk mengeruk keuntungan cepat dan lebih besar dengan menggerakan masyarakat 

untuk melakukan penebangan liar tanpa memperhatikan dampak lingkungan, terutama jika 

biaya dan resiko hukum dianggap lebih rendah dibanding keuntungan yang didapat. 

 

Gambar 3. Mebel Srijaya 
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 Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa motif masyarakat melakukan illegal 

logging antara lain :  

 Minimnya jumlah petugas pengawasan hutan Jumlah polisi hutan atau petugas 

kehutanan sering kali tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang harus 

diawasi. Total keseluruhan pegawai yang bekerja di UPTD. KPH. Wilayah 

Kabupaten Belu sampai dengan saat ini adalah 35 orang. Namun pengamanan 

Kawasan Hutan Jati Nenuk masih belum optimal karena tidak adanya Polhut dan 

tenaga fungsional seperti Pengendali Ekosistem Hutan, sehingga masyarakat 

melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan yaitu illegal logging dan perambahan. 

43 

 Kurangnya patroli dan pengawasan rutin Dengan personil keamanan hutan yang 

terbatas, patroli keamanan tidak bisa dilakukan secara rutin. Berdasarkan informasi 

yang di dapat oleh peneliti, database Polhut dan tenaga fungsional sesuai kebutuhan 

telah dibuat. Akan tetapi belum terealisasi dengan baik oleh Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi. 

 Lemahnya pendampingan terhadap KTH Mekar Lemahnya pendampingan terhadap 

KTH Mekar membuat mereka kurang paham, kurang terfasilitasi, dan akhirnnya 

cenderung memilih jalur penebangan liar untuk bertahan hidup. Pendampingan 

bukan hanya memberi pelatihan di awal, tetapi juga butuh proses pelaksaan, 

pemanfaatan,serta monitoring dan evaluasi.  

 Penegakan hukum yang tidak merata Tindakan hukum sering kali hanya menyasar 

pelaku ditingkat bawah, seperti masyarakat biasa dan pekerja lapangan, sementara 

aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas penebangan liar jarang tersentuh 

hukum. Pada beberapa kasus, ada oknum atau pejabat yang justru terlibat atau 

menutup mata terhadap aktivitas illegal logging. Praktik suap dan kolusi membuat 

hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan memperparah kerusakan hutan.  

  Lemahnya koordinasi antar lembaga 44 Penegakan hukum terhadap kejahatan 

kehutanan membutuhkan kerja sama lintas sektor, seperti kepolisian, kehutanan, 

kejaksaan, dan pemerintah daerah. Ketika koordinasi buruk, maka penangan kasus 

illegal logging menjadi tidak efektif. Keterbatasan petugas dalam mengamankan 

kawasan hutan merupakan salah satu faktor dari penyebab terjadinya masalah 

illegal logging. Petugas keamanan menjadi kebutuhan yang paling mendasar untuk 
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menciptakan keamanan bagi lingkungan agar suasananya kondusif serta sebagai 

upaya untuk menjaga sumber daya alam yang terdapat pada suatu wilayah (Subhan, 

2021 dalam Ria, 2022). 5) Keterbatasan Alternatif Pekerjaan Berdasarkan hasil 

penelitian, terdapat 

 

 Keterbatasan Alternatif Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa motif masyarakat melakukan illegal 

logging antara lain :  

 Pendidikan Rendahnya pendidikan membuat pola pikir masyarakat tentang 

pentingnya hutan fungsi hutan sangat kurang serta membuat masyarakat kurang 

memiliki keterampilan lain yang bisa menjadi sumber pendapatan selain menebang 

pohon, sehingga mereka melakukan penebangan liar dalam kawsan hutan. 

 Upah dari penebangan liar lebih menarik Pendapatan dari ikut serta dalam aktivitas 

illegal logging seringkali lebih tinggi dibanding pekerjaan lain di desa. Ini menjadi 

faktor 45 penarik bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap atau 

hanya bekerja di sektor informal. 

 

 Kebijakan yang Tidak Efektif 

 Lemahnya implementasi dan pengawasan Meskipun ada banyak kebijakan dan 

regulasi yang dibuat untuk melindungi hutan, pelaksanaannya di lapangan sering 

tidak maksimal. Kurangnya sumber daya, pengawasan, dan transparansi membuat 

kebijakan tersebut tidak efektif dalam mencegah kegiatan penebangan liar. 

 Sarana dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), sarana 

adalah alat atau media yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan 

prasarana adalah fasilitas pendukung utama untuk terlaksananya suatu proses. 

Selain keterbatasan petugas keamanan, adapun sarana dan prasarana yang tidak 

memadai. Dalam mendukung jalannya kegiatan perlindungan hutan yang tidak 

maksimal, kantor KPH Kabupaten Belu tidak memiliki mobil patroli, sementara 

perjalanan yang ditempuh cukup jauh dan akses jalan menuju beberapa blok 

kawasan hutan di wilayah kerja KPH juga kurang bagus. 

 

2. Strategi Pencegahan Illegal Logging 

Pencegahan illegal logging memerlukan pendekatan yang komprehensif, 
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melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Berikut strategi yang dapat 

dilakukan KPH dalam upaya penanganan permasalahan illegal logging yang terjadi antara 

lain : 46  

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat  

 Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 

pelestarian hutan dan dampak negatif illegal logging sehingga dapat mengubah 

perilaku serta meningkatkan kepedulian/kesadaran masyarakat. 

 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan, misalnya melalui 

program perhutanan sosial. Selain mendampingi anggota kelompok KTH Mekar, 

pihak pengelola dapat memberikan arahan terhadap masyarakat yang melakukan 

aktivitas di dalam kawasan hutan untuk bergabung dalam program tersebut, agar 

masyarakat tetap mematuhi hukum yang berlaku.  

b.  Penegakan Hukum yang Ketat  

 Meningkatkan patroli dan pengawasan dihutan. KPH melakukan patroli secara 

berkala dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, TNI, serta 

Satpol PP untuk menangkap dan menindak pelaku illegal logging, termasuk sanksi 

pidana dan denda sesuai UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, dan penyitaan kayu ilegal.  

 Meningkatkan transparasi dalam izin penebangan kayu untuk mencegah korupsi. 

Proses hukum yang jelas dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

serta meminimalisir praktik korupsi. 47  

c. Kerjasama Antar Lembaga  

 Membangun koordinasi lintas sektor dengan lingkungan hidup, peternakan, 

pertanian, ketahanan pangan dan LSM serta gereja. Kolaborasi antar lembaga akan 

memperkuat jaringan pengawasan dan penindakan, sehingga informasi dan sumber 

daya dapat saling melengkapi demi efektifitas pencegahan illegal logging serta 

membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan.  

d. Sertifikasi dan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan  

 Menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) agar hanya kayu legal yang 

bisa dipasarkan. Sistem verifikasi legalitas kayu sangat penting untuk menciptakan 

industri kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan kompetitif, sambil menjaga 

lingkungan dan tata kelola yang baik.  

 Mengawasi izin pemanfaatan hutan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu, 
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sehingga dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.  

 Mengembangkan kebijakan tebang pilih dan reboisasi untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem.  

e. Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan  

 Melakukan program reboisasi atau penanaman kembali di area yang telah 

mengalami deforestasi ilegal untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan. 

 Selain reboisasi, dilakukan juga upaya rehabilitasi untuk memulihkan tanah dan 

keanekaragaman hayatidi kawasan yang terkena dampak illegal logging dan juga 

mencegah kekosongan lahan yang rawan disalahgunakan kembali untuk kegiatan 

ilegal. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya illegal 

logging pada Kawasan Hutan Jati Nenuk yaitu Faktor-faktor tersebut yaitu ekonomi dan 

kemiskinan, akses jalan terhadap hutan, permintaan pasar, kurangannya pengawasan dan 

penegakan hukum, keterbatasan alternatif pekerjaan, serta kebijakan yang tidak efektif. 

Namun yang menjadi penyebab utama masyarakat sekitar kawasan hutan masih melakukan 

aktivitas illegal logging yaitu faktor ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan akses jalan 

terhadap hutan, permintaan pasar, kurangannya pengawasan dan penegakan hukum, 

keterbatasan alternatif pekerjaan, serta kebijakan yang tidak efektif merupakan faktor 

pendukung. Dan strategi pencegahan illegal logging yang dapat dilakukan oleh KPH antara 

lain : Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang ketat, kerjasama antar 

lembaga, sertifikasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta reboisasi dan 

rehabilitasi hutan. 
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